BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR <9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Menimbang :

Menginggat :

a,

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang
sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh
individu-individu lainnya, yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,
vang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh
kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi
kewajiban orang tua, Xkeluarga, masvarakat dan
Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan Kabupaten
Gunung Mas vang makmur dan sejahtera;

bahwa jumlah pekawinan pada usia anak di
Kabupaten Gunung Mas menunjukan angka vang
tinggi dan memprihatinkan;

bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat
pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak,
terjadinya  kekerasan dalam rumah  tangga,
kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya
manusia, oleh karena itu perlu upava upava
pencegahan terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak
dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak:
bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada
usia anak secara efektif dan optimal maka perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ({entang
Perkawinan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3019);
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Undang-Undang Nomor <4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143):
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38806};

Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau. Kabupaten Murung Rava, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tenitang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5234):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraichir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

- Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

. Pencegahan adalah Proses, cara, perbuatan untuk
mencegah dalam hal ini adalabh agar tidak terjadi
perkawinan pada usia anak.

- Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-
upayva yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi
sosial serta upava upava lainnva vang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah. Orang tua, anak., masyarakat dan
semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah
terjadinva perkawinan pada usia anak dan menurunkan
angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunung
Mas,

. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga atan rumab tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan vang

dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita
yvang salah satu atau keduanya masih berusia anak.

. Anak adalah sescorang vang belum berusia 18 (delapan

belas)] Tahun, termasuk anak yang masth dalam
kandungan.

. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan olch

hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum
berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita yang
belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk
melangsungkan perkawinan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknva agar
dapat hidup. tumbuh, berkembang dan Dberpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yvang
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,
Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
dan Negara.

Orang tua adalah ayvah dan/atau ibu kandung, atau
ayah dan/atau ibu tiri, atau wali vang dipercavakan
mampu menjalankan fungsi orang tua.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masvarakat vang
terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan anaknya,
atau avah dan anaknyva, atau ibu dan anaknya,
Masvarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
dan organisasi sosial dan atau organisasi
kemasyarakatan,

Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Desa/Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat serla scmua pihak yang secara langsung
atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program,
kegiatan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Pada
Usia Anak.

Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek
psikologi vang mempelajari tingkah laku dan proses
mental anak sehingga dapat melayvani konsultasi
psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau
pendapatnya terkait dengan psikologi anak.

Konselor adalah seorang yang mempunvai keahlian
dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan
kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar
menjadi lebih berdaya.

Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak vang
penyelenggaraannya  sccara berjenjang di  tingkat
Kabupaten dan Kecamatan.
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Pusat Pelavanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak vang selanjutnva disingkat P2TP2A adalah pusat
pelayanan vang terintegrasi dalam upava pemberdavaan
perempuan di berbagai bidang pembangunan., serta
perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis
diskriminasi, dan tindak kekerasan, termasuk
perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau
berbasis masyarakat.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA
adalah kabupaten yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintal,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkclanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya
hak anak.

Kecamatan Ramah Anak yvang selanjutnva disingkat KRA
adalah sistem pembangunan di wilavah kecamatan vang
menginiegrasikan  komitmen dan  sumber daya
pemerintah kecamatan, pemerintah Desa, masyarakat
dan dunia usaha vang terencana secara menyveluruh dan
berkelanjutan  dalam program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak.

Desa/Kelurahan Ramah Anak vang selanjutnya disingkat
D/KRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa
yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya
pemerintah Desa, masyvarakat dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan daiam
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya
hak anak.

Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif
di tingkat kabupaten yvang mengoordinasikan upava
kebijakan, program. dan kegiatan untuk mewujudkan
KLA.

Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat
Kecamatan yang mengkoordinasikan upava kebijakan.
program, dan kegiatan untuk Kecamatan Ramah Analk.
Gugus Tugas D/KRA vang adalah lembaga koordinatit di
tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upava
kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan
Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia
Anak yang selanjunya disingkat RAD PPUA adalah
dukumen rencana program dan kegiatan yang akan
dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam
upava pencegahan perkawinan pada usia analk,
pendampingan, rehabilitasi dan pemberdavaan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah yvang diberi wewenang
khusus oleh Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku  untuk  melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah,
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29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, berasas:

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

¢. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak;

d. partisipasi; dan

e. pemberdayaan.

Pasal 3

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, bertujuan untuk:
a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin
terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbubh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan
sejahtera;
¢. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam
kehidupannya;
- mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
mencegah putus sekolah; dan
menurunkan angka kemiskinan;

@~ 0

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk anak,
orang tua. keluarga, masvarakat dan seluruh pemangku
kepentingan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

. pemenuhan hak anak;

- penguatan kelembagaan;

. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak vang
melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang
tua, keluarga serta masvarakat;
pengaduan;
kebijakan dan strategi pogram;

. monitoring dan evaluasi; dan

. pendanaarn,

2 n o b

T oo
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BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 6

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh:

o a0 o

(1)

(2)

Pemerintah Daerah;
orang tua,

analk;

masvarakat; dan
pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia
anak dengan mensinergikan kebijakan Kabupaten Layak
Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} discsuaikan dengan kemampuan keuangan,
sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah
Daerah, scrta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 8

Orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinva

Perkawinan Pada Usia Anak, dengan cara;

a. memberikan pendidikan karakter;

b. memberikan pendidikan keagamaan;

¢. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan
budava; dan

d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Orang tua herkewajiban untuk melakukan pembinaan dan

pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga agar

anak tidak melakukan PerkawinanPada Usia Anak.

Pasal 9

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:

a.

oo

™
—

oToR o

menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan
guru;

mencintai keluarga, masvarkat dan menvavangi teman;
mencintai tanah air, hangsa dan Negara;

. menunaikan ibadah sesuai dengan aajaran agamanvya;

melaksanakan etika dan akhlak vang mulia;
menvelesaikan pendidikan sesuai dengan wajib belajar;
memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan

. berpartisipasi dalam pembangunan.
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Pasal 10

(1) Tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan

(2)

(3)

(4)

(1)

dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

dilaksanan dengan melibatkan psikolog anak, konselor,

organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Masyarakat dibcrikan kesempatan seluas-iuasnya untuk

berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan

Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Masvarakat dan pemangku kepentingan bertanggung jawab

berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam

mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara
perorangan maupun kelompok.

Peran  masyarakat dapat dilakukan oleh  orang

peseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga

kesejahteraan sosial, organisasi kemasvarakatan. lembaga
pendidikan, media massa, dan dunia usaha,

Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi
terkait dengan peraturan perundang undangan tentang
anak;

b. memberikan masukan dalam dalam perumusan
kebijakan vang terkait dengan Upava Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak:

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi
pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi
sosial bagi anak yang menikah paada usia anak;

e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga
pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Gugus
Tugas KRA, Gugus Tugas D/KRA, FPK2PA, dan P2TP2A;

f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesempatan
bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan
Pada Usia Anak bersama Pemrintah Daerah dan seluruh
Pemangku Kepentingan; dan

g. peran serta masyvarakat dalam Pencegahan Perkawinan
Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan
terbaik bagi analk, keluarga dan kearifan lokal.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 11

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melaluj

pemenuhan Hak Anak meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya.
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Hak sipil dan kebhebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a meliputi;
a. hak anak atas identitas;
b. hak perlindungan identitas;
c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
. hak akses informasi vang layak; dan
.hak bebas dari penviksaan dan penghukuman lain yvang
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia.
Hak Ilingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
. anak vang terpisah dar orang tua;
dukungan kesejahteraan;
. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
. pengangkatan /adopsi anak;
tinjauan penempatan secara berkala; dan
g. kekerasan dan penelantaran.
Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses
pelayanan keschatan dan kesejahteraannya,
b. jaminan keschatan dan layanan kesehatan;
c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d. standar hidup.
Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. pendidikan;
b. tujuan darvi pendidikan; dan
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

o0 0
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Pasal 12

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnva.

Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yvang beriaku.
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BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pasal 13

(1) Penguatan  Lkelembagaan dalam upaya pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja
sama dan koordinasi antar:

. gugus tugas KLA;

. gugus tugas KRA;

. gugus tugas D/KRA;

. sekolah dan atau lembaga pendidikan;

. forum anak;

sanggar anak;
. FPK2PA Kabupaten;
. FPK2PA Kecamatan;
P2TP2A,;
oraganisasi kemasyarakatan;
. organisasi perempuan; dan
lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak
anak dan perlindungan anak.

(2) Penguatan  keclembagaan  dilakukan dalam  bentuk
sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

(3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

(4} Koordinasi sehagaimana dimaksud pada avat (3)
dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan
meningkatkan ketepatan sasaran.

—arttere I th OO o R

BABV
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 14

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang

melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, dan bagi orang tua,

keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

a. orang tua yang akan melakukan perkawinan terhadap
anaknva yang dibawah umur wajib mendapatkan
Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

b. orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi
anaknya,. dapat meminta pendapat terlebih dahulu dari psikolog
anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;

c. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau
melalul FPK2PA dan P2TI2A;

d. orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi
anaknya, bertanggungjawab melakukan pemeriksaan
kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;

e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan
dan pemberdayaan Dbagi anak melalui kerja sama
instansi/lembaga terkait scbelum permohonan Dispensasi
Kawin dilakukan; dan

f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menvediakan
layanan Psikolog Anak dan konselor.
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BAB VI
PENGADUAN
Pasal 15

(1) setiap orang yang melihat, mengetahui, dan atau
mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Pada Usia Analk,
dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau
tidak langsung.

(2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan
Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan
pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan avat (2)
ditujukan kepada FPK2PA dan P2TP2A dengan
menyertakan identitas.

(4) FPK2PA dan P2TP2A menindaklanjuti pengaduan paling
lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan
melakukan pemilahan materi pengaduan.

(5) Tindak lanjut sebagaimana avat {4) FPK2PA dan atau
P2TP2A mengambil tindakan vang dianggap perlu sesuai
dengan materi pengaduan,

(0) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan atau P2TP2A dapat
meminta verifikasi dan atau keterangan dari para pihak.

BAB VII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
Pasal 16

Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diarahkan
pada pemenuhan hak anak melalui RAD PPUA.

Pasal 17

Strategi program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
dilaksanakan dengan mengintegrasikkan kepentingan hak anak
dalam:

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan;

b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan
lingkungan yang lavak bagi anak dari tingkat keluarga,
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan
tingkat Kecamatan; dan

d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun
tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
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BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan
Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah vang mempunvai tugas dan fungsi di Bidang
Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

{2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan Pencegahan Perkawinaan Pada Usia
Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring
dan evaluasi yang terpadu.

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan
cvaluasi serta menvusun laporan pelaksanaan kegiatan
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan secara
berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan
dan Desa/Kelurahan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Peraturan

Daerah ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan

c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018 Salinan sesuai dengan aslinva

SEKRETARIS DAERAY KEPALA BAGIAN HUKUM,
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd

NIP, 19051110 199203 1 013
YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 9, 29/2018.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang senantiasa harus kita jaga karcna dalam dirinva melekat
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Konvensi Perscrikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari
sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada
bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan
melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi
penerus yang potensial, schingga harus dilindungi dan dipenuhi
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sccara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya
menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan
secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai  budaya
masyarakat, hal ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan
melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.

Lebih dari itu, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di
Kabupaten Gunung Mas sangal diperlukan mengingat tingginya angka
perkawinan pada usia anak schagai upaya bersama antara Pemerintah
Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk
memberikan perlindungan terhadap anak., Maka urusan pemerintahan
di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan
untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sccara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib
pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan
Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban
orang tua, keluarga, masyarakat. PPemerintah Daerah merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi
terlindunginva hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi
anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa vang potensial, tangguh,
memiliki nasionalisme vang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai
’ancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan
bangsa dan negara.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas.

huruf a

huruf b

huruf ¢

huruf d

hurufe

vang dimaksud dengan “non-diskriminasi” vaitu
tidak membedakan suku, ras. agama, jenis
kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan,
status ekonomi. kondisi fisik maupun psikis
anak. atau sosial lainnya.

vang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi
anak” vaitu menjadikan hal vang paling baik bagi
anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap
kebijakan, program, dan kegiatan.

vang dimaksud dengan “hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan anak”
vaitt menjamin hak untuk hidup, kelangsungan
hidup dan perkembangan anak semaksimal
mungkin.

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap
pandangan anak”  yaitu mengakui dan
memastikan bahwa setiap anak yang memiliki
kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya,
diberikan  kesempatan untuk mengekspresikan
pandangannva secara bebas terhadap segala
sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Culcup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cuikup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 11

avat (1)

aval (2)
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Cukup jelas.

huruf a

hurufb

huruf c

huruf d

hurufe

huruf

hak anak atas identitas memastikan
seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan
Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai
pemenuhan tanggung jawab negara atas
nama dan kewarganegaraan anak dan
menjamin  penyvelengaaraan pembuatan
akta kelahiran secara gratis dan dilakukan
pendekatan  layanan  hingga  tingkat
Kelurahan atau Desa.

hak perlindungan identitas memastikan
sistem untuk pencegahan berbagai tindak
kejahatan terhadap  anak seperdi
pedagangan  orang, adopsi illegal,
manipulasi usia , manipulasi nama, atau
penggelapan asal usul serta pemulihan
identitas anak sesuai dengan keadaan
sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan
terhadap anak dan memberikan jaminan
hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh
orang tuanya sendiri.

hak berekspresi dan mengeluarkan
pendapat berupa jaminan atas hak
untuk berpendapat dan penyedian ruang-
ruang  bagi anak  untuk  dapat
mengeluarkan pendapat atau berekspresi
secara merdeka sesuai keinginannya.

hak berpikir, berhati nurani, beragama dan
berkepercayaan berupa jaminan bahwa
anak diberikan ruang untuk menjalankan
keyakinannva secara damai dan mengakui
hak orang tua dalam memberikan
pembinaan.

halk berorganisasi dan berkumpul
secara damal berupa jaminan bahwa
anak dapat berkumpul secara damai dan
membentuk organisasi yang sesuai
dengan mereka

hak atas perlindungan kehidupan
pribadi berupa jaminan bahwa sctiap
anak tidalk diganggu kehidupan
pribadinya atau diekspos ke publik tanpa
ijin dar anak tersebut atau vang akan
mengganggu tumbuh kembangnva.



Pasal 12

ayat (3)
ayat (4)

ayat {5}

ayat (1)

huruf g

hurul h
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hak akses informasi yang layak berupa
jaminan  bahwa penyedia informasi
mematuhi  ketentuan tentang kriteria
kelayakan informasi bagi anak, penyediaan
fasilitas dan sarana dalam jumlah
memadal yang memungkin-kan anak
mengakses layanan informasi secara gratis,
serta ketersediaan lembaga perijinan dan
pengawasarn.

hak bebas dan penyiksaan dan
penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat
manusia berupa jaminan bhahwa setiap
anals diperlakukan secara manusiawi
tanpa adanya kekerasan sedikitpun,
termasuk  ketika anak berhadapan
dengan hukum.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

huruf a

huruf b

huruf c

diskriminasi adalah perlakuan vyang
membeda-bedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya,
bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak dan kondisi fisik
dan/atau mental;.

eksploitasi  adalah  tindakan  atau
perbuatan memperalat, memanfaatkan
atau memeras anak untuk memperoleh
keuntungan pribadi, keluarga atau
golongan. Eksploitasi Seksual Anak
adalah penggunaan anak untuk tujuan
seksual dengan imbalan tunai atau
dalam bentuk lain antara anak, pembeli
jasa seks, perantara atau agen dan pihak
lain yang memperoleh keuntungan dari
perdagangan seksualitas anak tersebut.
Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak,
pornografi anak dan perdagangan anak
untuk tujuan seksual.

penelantaran adalah suatu tindakan
yang menimbulkan tidak terpenuhinya
kebutuhan anak secara wajar baik fisik,
mental, spiritual, maupun sosial.
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huruf d
perlakuan penganiavaan berupa
mencederai anak dan tidak semata-
mata fisik tetapi juga mental dan sosial.
huruf e
ketidakadilan adalah sebuah tindakan
yang menciderai hak anak atau
memperlakukannya secara diskriminatif.

huruf f
perlakuan salah lainnya, misalnya:
kekerasan secara verbal, ancaman
terhadap anak, dan lain-lain.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
hurufc
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
hurufe
yang dimaksud dengan “forum anak”
adalah adalah organisasi sosial vang
mewakili suara dan partisipasi anak
yang bersifal independen dan tidak
berafiliasi kepada organisasi politik yang
pembentukannya dapat difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah.
ayat {2)
Cukup jelas.
ayat (3}
Cukup jelas.
avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 325%.4



